BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR: .23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 50 TAHUN 2010

Menimbang

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 50 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo,
sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini

sehingga perlu merubahnya,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

Mengingat: 1.

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah,;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12,

12

Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunah Dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang
Akreditasi Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/
/II1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/I11/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah

Setjonegoro Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 50) diubah, sebagai

berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 5, angka 6 dan angka 7 dihapus
diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a,

sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
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10.

11.

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Rumah  Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Badan
Pengelolaan Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan
medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan
pelayanan administrasi manajemen.

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang
spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan
oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh
Rumah Sakit kepada masyarakat.

Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat
menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata  penduduk, serta  pihak  lain, tata
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang
telah ditetapkan.

Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian
terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas,
efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan
pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar
standar WHO.

14.a Indikator adalah suatu cara untuk menilai penampilan dari suatu

15.

kegiatan, merupakan variabel yang digunakan untuk menilai
perubahan.
Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh

suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk
mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan
sesuatu yang harus dicapai.

Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan
pengertian dari indikator.

Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari
sumber data untuk tiap indikator.

Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap
indikator kinerja yang dikumpulkan.

Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam
rumus indikator kinerja.

Penyebut (denumerator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam
rumus indikator kinerja.

Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan
bisa dicapai.

Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat

dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Ketentuan Pasal 2 diubah , sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 2
Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Mutu utama dimaksudkan
untuk panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Mutu Utama bertujuan
untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada

masyarakat serta mengevaluasi kinerja institusi.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Wonosobo mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya

penyembuhan (kuratifj, Pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan

It



a. Pelayanan Gawat Darurat;

b. Pelayanan Rawat Jalan;

c. Pelayanan Rawat Inap;

d. Pelayanan Bedah Sentral;

e. Pelayanan Persalinan, Perinatologi;

f. Pelayanan Intensif;

g. Pelayanan Radiologi;

h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;

=
.

Pelayanan Rehabilitasi Medik;

Pelayanan Farmasi;

(0N

k. Pelayanan Gizi;

—
.

Pelayanan Transfusi Darah;
. Pelayanan Keluarga Miskin;
Pelayanan Rekam Medik;
Pelayanan Pengelolaan Limbah;
Pelayanan Administrasi dan Manajemen;

Pelayanan Ambulans / Kereta Jenazah;

I

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;

Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
Pelayanan Laundry dan Sanitasi;

. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);

Pelayanan Hemodialisis.
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Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Indikator, Standar (Nilai), Uraian Standar Pelayanan Minimal dan Indikator
Mutu Utama tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1) Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro
Wonosobo menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan
pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang
dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator
Mutu Utama .
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peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Mutu Utama.
(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang

menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan

Indikator Mutu Utama.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah
Setjonegoro menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
(2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja yang

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Mutu Utama.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 & OLf ober 20/

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO 23
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR



